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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA |
NOMOR : 100/ \ep. W1 - lnsp / 208

TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN

BUPATI PURWAKARTA,

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab diperlukan adanya suatu pengawasan

internal terhadap Lembaga Pemerintah,;

bahwa agar auditor dapat mengetahui visi, misi, tujuan,
kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) serta kelancaran hubungan kerja
koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan
landasan pelaksanaan fungsi pengawasan intern berupa

piagam audit intermn;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Piagam Audit Intern.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah ~ Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat ('Berita‘ Aca.ra. Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang



Nomor 14 Tahun 1950 'tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungén Propinsi Djawa
Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Repu.bl;ik Indonesia
Nomor 2851);

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 teritang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

. Peraturan Pemerintah ‘Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12,

13

14.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyeleii'lggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah idengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun bOOS tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam | Negen Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata :Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat
Pengawas Pemerintah; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 78 Tahun 2014
tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di

Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah Tahun 2015;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Piagam Audit Intern Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.

KEDUA : Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan
dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati
terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Purwakarta dan memuat tujuan, wewenang dan
tanggungjawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah.

KETIGA : Piagam Audit Intern dibuat dalam rangka meningkatkan
efektifitas manajemen resiko dan tata kelola Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diharapkan dapat
meningkatkan nilai serta perbaikan melalui pendekatan yang
sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan
efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata

kelola Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : |7 Depmbe 208




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
| INSPEKTORAT
Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 Email :
inspektorat@purwakartakab.go.id

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam
bentuk pemberian keyakinan (assurance activities), dan konsultasi
(consulting activities) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan
meningkatkan  operasional sebuah organisasi  (audit)mencapai
tujuannya dengan cara menggunakan efektivitas dari proses
mamajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik),

2. Inspektorat Dagrah Kabupaten Purwakarta adalah Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

3. Inspektorat Daerah kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan untuk
mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,
aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain
sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini,

4, Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara
Liiingkungan Pengggendalian yang baik melalu:

1) Penegakan Intttegritas dan Nilaetika;

)

Komitmen terhadap kompetensi;

w

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

I~

)
)
) Kepemimpinan yang kondusif;
)
)

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber dayé manusia,

7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;

8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Dengan Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit
Intern ini dapat direviu dan dimutahirkan secara berkala untuk dilihat

kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan

+



dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik
terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan
perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Pemerintah

Kabupaten Purwakarta untuk mengevaluasi kegiatan APIP.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal :\v1 Deambis 208
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